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I. PENDAHULUAN



PETA STRATEGI 2015-2019:
KEMANDIRIAN, AKSES, MUTU SEDIAAN FARMASI DAN ALAT 

KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS

TERWUJUDNYA PENINGKATAN  

KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI 

PUSKESMAS

Penguatan upaya 
kemandirian di 

bidang BBO, OT dan 
alat kesehatan

Peningkatan 
kapasitas SCM 
obat- teknologi 

di IFK

Peningkatan daya 
saing industri farmasi 

dan alkes

Meningkatnya Kompetensi  

& Kinerja Aparatur

Meningkatnya tata kelola

kepemerintahan yang baik dan

bersih

Meningkatnya Sistem Teknologi 

Informasi Komunikasi Terintegrasi

ARAH KEBIJAKAN  

PROGRAM:

•Penguatan pelayanan 

kefarmasian sebagai 

salah satu pilar 

pelayanan kesehatan

•Pendekatan rantai 

supplai untuk 

menjamin aksesibilitas

•Regulasi dan 

pembinaan berbasis 

resiko

KERANGKA 

REGULASI:

KERANGKA 
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KELEMBAGAAN:

• Peningkatan 

Efektivitas Org.

• Pengembangan 

Organisasi sesuai 

Mandat

• Penyusunan 

Regulasi

• Perbaikan Regulasi

• Peningkatan 

Sinergisitas

Pendanaan 

Kefarmasian

• Peningkatan 

Efektivitas 

Pembiayaan

Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN 

& LN)

Meningkatnya Integrasi Perencanaan, 

Bimtek & Monev

Meningkatnya 

Sinergitas Antar 

Program/Sektor Pusat 

& Daerah

Meningkatnya Koordinasi 

& Efektivitas Litbang

ARAH KEBIJAKAN 

& STRATEGI 

RPJMN serta 

RENSTRA 

KEMENKES 2015-

2019

LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL

TERJAMINNYA PRODUK ALAT KESEHATAN 

& PKRT YANG MEMENUHI SYARAT DI 

PEREDARAN

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN BAHAN 

BAKU OBAT, OBAT TRADISIONAL DAN ALAT 

KESEHATAN

Peningkatan pengawasan 
pre- market alat 

kesehatan & PKRT

Peningkatan 
mutu yanfar di 
Puskesmas

Peningkatan 
promosi 
penggunaan 
obat & tekn. 
rasional

Peningkatan pengawasan 
post-market alat 

kesehatan dan PKRT

Peningkatan 
ketersediaan 

kterjangkauan
obat



ROADMAP PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES



KETERKAITAN SASARAN PROGRAM DENGAN INDIKATOR2015-2019

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA  PROGRAM/KEGIATAN 

TERKAIT PERAN APT

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA 
KESEHATAN

Meningkatnya akses pelayanan 
kesehatan dasar dan rujukan yang 
berkualitas bagi masyarakat

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 
puskesmas yang terakreditasi (350-5.600)

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD 
yang terakreditasi (233-477)

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KESEHATAN

Meningkatnya ketersediaan dan mutu 
sumber daya manusia kesehatan sesuai 
dengan standar pelayanan kesehatan

Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan (2.700-4.700)

PROGRAM KEFARMASIAN DAN 
ALAT KESEHATAN

Meningkatnya akses dan mutu sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan
perbekalan kesehatan rumah tangga
(PKRT) :
- Mutu Pelayanan Kefarmasian 

-Penggunaan Obat Rasional

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
puskesmas (77-90)

Persentase puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kefarmasian sesuai standar (50-70)

Persentase penggunaan obat rasional di 
puskesmas (77-90)



II. KEBIJAKAN & STRATEGI PROGRAM



Kebijakan Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat

Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan obat generik.

Meningkatkan implementasi FORNAS, e-katalog bersinergi dengan

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Meningkatkan kemampuan produksi BBO akan membuka jalan produksi 

obat generik pertama dan biosimilars di Indonesia  mempengaruhi 

turunnya harga obat paten
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Sistem Pelaporan

Yanfar secara

Elektronik

Gerakan Nasional

Masyarakat Peduli Obat 

(GNMPO)

Review Pola Pelayanan Obat Dari 

Dana Kapitasi

Pusat Komunikasi & 

Informasi bagi Apoteker

Evaluasi Penggunaan Obat 

(EPO)

PROGRAM 

PRIORITAS 2015

Modul Pembelajaran Jarak 

Jauh Yanfar



Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan

Obat dalam JKN

Regulasi obat

ForNas
E-catalogue

Penetapan jenis berdasarkan kriteria 
pemilihan obat Penetapan harga berdasarkan hasil lelang 

dan negosiasi

Kendali Mutu – Kendali Biaya

Obat aman, bermutu, berkhasiat, cost-effective



TRANSFORMASI APOTEKER DI BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN

Diadaptasi dari American Association of Colleges of Pharmacy Commission to Implement Change

Pelayanan Kes Spesialistik
Pelayanan Kes

Primer

Pelayanan berbasis RS
Pelayanan berbasis

Komunitas

Penyakit akut Penyakit kronik

Fokus kepada individu
Fokus kepada

populasi

Penyembuhan Pencegahan

SatuTenaga Kesehaatan
Basis Tim Pemberi

layanan Kes

Terapi non idividual
Pengobatan

khusus
(perseorangan)

Penggunaan obat yang 

aman, peningkatan

outcome pasien;

pengurangan biaya obat, 

penyediaan sumber

informasi obat, penyediaan

edukasi obat



DAMPAK FORNAS BAGI PELAYANAN KESEHATAN

PPK Tk
III

PPK TK 
II

PPK TK I

FORMULARIUM NASIONAL

KOMITE 

PENYUSUN 

FORNAS                                                                         

DAMPAK

KENDALI MUTU DAN KENDALI 

BIAYA PEENGGUNAAN OBAT

TERCAPAINYA PELAYANAN KESEHATAN 

YANG OPTIMAL MELALUI PENGGUNAAN 

OBAT YANG RASIONAL

• Jaminan
Produksi dan
Distribusi

•Cost-minimization
•Cost-effective
•Harga rasional

• EPO

• MESO

• Registrasi

Khasiat Keamanan 

Ketersedi
aan 

Keterjangk
auan 

PATIENT  SAFETY



IMPLEMENTASI  e-CATALOGUE OBAT

Obat 
Tayang

Berdasarkan 

Fornas
- Perpanjangan kontrak payung s.d. 31 Desember 2015

- Percepatan proses penayangan obat di e-Catalogue

- Belum tayang, gunakan metode pengadaan lain  sesuai ketentuan

RKO
- Perencanaan yg akurat

- Dukungan data RKO dari
Satker dan Faskes

- E-Monev Realisasi thd RKO

- Kepastian penyediaan bagi Industri
Farmasi

- Tidak terjadi over/under supply

- Didorong agar obat sdh
didistribusikan ke provinsi

Sistem          
e-Purchasing

-Jangkauan internet

-Kecepatan akses

- Koordinasi dg Kemenkominfo

- Server terpisah

- Aplikasi baru



E-Watch Alkes
Sistem online pengawasan

dan pelaporan alat kesehatan

Nasional

INPRES NO 2 TAHUN 2009 Tentang

Penggunaan Produk Dalam negeri

Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

7. MEWUJUDKAN  KEMANDIRIAN 

EKONOMI DENGAN  MENGGERAKAN  

SEKTOR SEKTOR STRATEGIS  

EKONOMI DOMESTIK

NAWA CITA



III. MONITORING & EVALUASI KEBIJAKAN-STRATEGI



MONEV IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT (1) 

Untuk monev data realisasi e-catalogue terhadap
rencana kebutuhan obat (RKO)

Menggunakan data realisasi e_purchasing di LKPP, 
realisasi manual Kemkes dari Industri Farmasi secara

berkala

Kapasitas produksi Industri Farmasi, Vendor Listed 

Performance



LKPP

Server e-Catalog 

LKPP

Server e-Catalog Khusus Kemenkes

: Obat dan Alkes

Server Aplikasi E-Monev

Kemenkes

Aplikasi

Rencana

Kebutuhan

Obat (RKO)

Aplikasi Data 

Realisasi

Manual

dll

MONEV IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT (2) 

Kapasitas

Produksi IF

Vendor listed 
performance
dll




